
OMBUDSMAN TEMUKAN MASALAH PPDB 2019

Jum'at, 28 Juni 2019 - Muhamad Fatra Dasa Mura

Jakarta, TribunAsia.com - Ombudsman RI menemukan dua masalah besar dalam penerapan sistem zonasi penerimaan
peserta didik baru (PPDB) 2019. Masalah tersebut menurut Ninik Rahayu, anggota ORI, berdasarkan hasil pengawasan
Ombudsman di 34 provinsi.

Masalah pertama berkenaan dengan ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap penerapan sistem zonasi.

Kedua, kesalahpahaman masyarakat tentang pendaftaran PPDB sehingga di beberapa tempat atau sekolah terjadi
antrean panjang. Sebagian masyarakat harus mengantre dan bahkan hingga bermalam di sekolah.

"Sebenarnya kalau masyarakat paham, tidak perlu antre di sekolah. Ke sekolah itu untuk verifikasi dan validasi data bagi
siswa yang sudah diterima," terang Ninik dalam Ngopi Bareng Ombudsman RI, Kamis (27/6).

Mempelajari sejumlah kasus dan laporan masyarakat tersebut, lanjut Ninik, Ombudsman menilai pengaturan PPDB tahun
ini melalui Permendikbud 51/2018 telah mengalami perbaikan.

Di antaranya, pada tahun-tahun sebelumnya Permendikbud tentang PPDB selalu terbit sebulan pelaksanaan PPDB
sehingga menyulitkan daerah untuk menyesuaikan dengan aturan baru. Sedangkan Permendikbud itu sudah terbit enam
bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

"Seharusnya enam bulan bisa digunakan untuk persiapan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan PPDB
dan perbedaannya dengan tahun-tahun sebelumnya sehingga tidak menimbulkan keributan yang mendadak," jelasnya.

Ninik menambahkan, masalah sistem zonasi telah menampung aspirasi kondisi daerah-daerah tertentu karena tidak
meratanya jumlah sekolah di berbagai daerah. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan penyesuaian sejauh tidak
menyimpang dari tujuan utama zonasi, yaitu pemerataan pendidikan dan penghapusan sistem favoritisme.
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